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Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan pendekatan kolaboratif untuk memperkuat implementasi
Cetak Biru Pendidikan Malaysia 2013-2025 (Sekolah) dengan berfokus pada pengembangan kapasitas
pemerintah dalam kebijakan pendidikan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti
lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil, pendekatan ini
bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Malaysia. kami menggunakan
platform berbagi pengetahuan untuk membekali pejabat pemerintah dengan keterampilan dan
pengetahuan yang diperlukan dalam kebijakan pendidikan dengan pendekatan kolaboratif melalui TIK.
Menciptakan lingkungan yang mendukung yang mendorong pembelajaran dan inovasi yang berkelanjutan
sangatlah penting. Dengan memprioritaskan pengembangan kapasitas pemerintah dan mendorong
kolaborasi, Malaysia dapat secara efektif mengimplementasikan cetak biru pendidikannya dan membuat
kemajuan yang signifikan dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.
Pengabdian Kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia.

Kata Kunci : Kebijakan Pendidikan; Tata Kelola Kolaboratif; ICT

Abstract

This community service is a collaborative approach to strengthen the implementation of the Malaysian Education
Blueprint 2013-2025 (School) by focusing on building government capacity in education policy. By involving
various stakeholders, such as government agencies, educational institutions, communities, and civil society
organizations, this approach aims to improve the quality and accessibility of education in Malaysia. we use
knowledge sharing platforms to equip government officials with the necessary skills and knowledge in education
policy with a collaborative approach through ICT. Creating an enabling environment that encourages continuous
learning and innovation is critical. By prioritizing government capacity building and encouraging collaboration,
Malaysia can effectively implement its education blueprint and make significant progress in providing quality
education for the whole society. This community service was carried out in Kampung Mukim Singkir Yan Kedah,
Malaysia.

Keywords: Education Policy; Collaborative Governance; ICT
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PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, negara-negara dituntut untuk menghadapi tantangan dan
persaingan yang semakin ketat. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam kebijakan
pendidikan adalah kunci untuk menghadapi persaingan global dan menanggapi tuntutan
dunia kerja yang terus berkembang. Pendidikan di Malaysia memiliki sistem yang
terstruktur dan beragam, yang meliputi pendidikan prasekolah, pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Kebijakan pendidikan di Malaysia didasarkan pada kerangka kerja yang
ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Salah satu kebijokan utama dalam
sistem pendidikan di Malaysia dikenal sebagai Kebijakan Pendidikan Nasional (Mohd
Yusoff, 2016) : pondasi ini bertujuan untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas,
adil, dan inklusif bagi semua warga negara Malaysia. Fokus utama dari kebijakan ini
adalah  untuk memperkuat keunggulan akademik, mempromosikan pendidikan
multibahasa, meningkatkan kualitas guru, dan mendorong penerapan teknologi dalam
pembelajaran (Ching, 2020)( Mohamad, 2020).

Pemerintah Malaysia memprioritaskan pendidikan prasekolah sebagai fondasi
pendidikan awal yang penting. Program pendidikan prasekolah banyak disediakan untuk
anak-anak berusia 4 hingga 6 tahun dengan tujuan mempersiapkan mereka memasuki
pendidikan dasar (Wong, 2020). Kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Malaysia
mengacu pada "Kurikulum Standar Sekolah Rendah" (KSSR) untuk pendidikan dasar dan
"Kurikulum Standar Sekolah Menengah" (KSSM) untuk pendidikan menengah. Kurikulum ini
mencakup berbagai mata pelajaran yang meliputi bahasa Melayu, bahasa Inggris,
matematika, sains, sejarah, seni, dan lain-lain (Bahrom (2020).

Untuk pendidikan tinggi, Malaysia memiliki sistem pendidikan tinggi yang luas,
termasuk universitas, politeknik, akademi dan lembaga pendidikan tinggi lainny (Ministry
of Education Malaysia, 2015). Pemerintah Malaysia mempromosikan kualitas pendidikan
tinggi dengan memperkuat penelitian dan inovasi, meningkatkan kualitas pengajaran, dan
memfasilitasi hubungan antara lembaga pendidikan tinggi dan industri.

Selain kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi
tersebut, Pemerintah Malaysia juga mempromosikan pendidikan inklusif yang memberikan
akses pendidikan kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ministry of
Education Malaysia, 2013). Program pendidikan inklusif dirancang untuk memastikan
bahwa semua siswa menerima pendidikan yang setara dan sesuai dengan kebutuhan
mereka (Government of Malaysia, 2017).
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Gambar 1 Anak-anak yang tidak bersekolah, sekolah dasar di Malaysia
Sumber : WorldBank, 2023
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Kebijakan-kebijokan pemerintah terkait pendidikan ini juga tidak membuat
Malaysia terhindar dari problematika pendidikan, hal ini dapat dilihat dari angka putus
sekolah tingkat dasar di Malaysia yang dari tahun 2018 semakin meningkat hingga pada
tahun 2020 mencapai 47.580 anak yang putus sekolah di tingkat dasar (Lihat Gbr.1).

Masalah ini disebabkan karena pada tahun 2020, dunia termasuk Malaysia
dihadapkan pada Pandemi Covid-19. Dengan demikian, pembelajaran jarak jauh yang
berkepanjangan hanya menyebabkan anak-anak kehilangan minat untuk bersekolah, 1
dari 4 orang tua merasa bahwa anak-anak mereka tidak tertarik untuk bersekolah
(UNICEF, 2021).

Pada tahun 2021, 1.311 sekolah di seluruh negeri berada dalam kondisi yang
tidak aman untuk belajar (A. Yunus, 2021). Selain itu, siswa di banyak bagian Malaysia
masih berjuang untuk tiba dengan selamat di sekolah mereka. Banyak dari mereka harus
menempuh jarak yang jauh, dan terkadang harus melewati jalan berlumpur. Berdasarkan
apa yang dipaparkan di atas, perlu adanya upaya pemerintah dalam mengembangkan
kapasitasnya untuk mengoptimalkan kembali kebijakan pendidikan (A. Yunus, 2021).
Untuk itu, tulisan ini akan mencoba menjelaskan bagaimana kerangka kerja kolaboratif
dalam penaatan kebijakan pendidikan di Malaysia khususnya di Negeri Kedah sebagai
fokus dan objek dari kegiatan ini.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksankan dalam beberapa
tahapan. Pertama, mengidentifikasi inti permasalahan, tindak lanjut permasalahan, dan
prioritas permasalahan dalam optimalisasi kebijokan pendidikan di Kedah Malaysia,
maka tahapan pemecahan masalah yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan
mitra adalah sebagai berikut:

Pemecahan masalah dilakukan dalam bentuk identifikasi kebutuhan dasar, dimana
tahap pertama kegiatan dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion untuk
mengidentifikasi gambaran kebijakan pendidikan yang ada di Kedah Malaysia.
Tahap Kedua, Tim Pengabdian akan melakukan sharing pengetahuan kepada
masyarakat khususnya pemerintah atas hasil identifikasi kebijaokan pendidikan
yang ada di Kedah Malaysia.

Tahap selanjutnya, setelah sosialisasi, tim akan melakukan evaluasi dan monitoring
terhadap pemahaman pemerintah desa dan masyarakat dalam mengidentifikasi
kebijakan pendidikan yang ada di Kedah Malaysia.

Langkah kedua dengan pelibatan stakeholder mitra. Partisipasi mitra dalam hal ini
adalah School of Government Universiti Utara Malaysia yang akan membantu tim untuk
mengkoordinir masyarakat dan pemerintah di Kampung Mukim Singkir Distrik Yan Kedah
Malaysia untuk hadir dalam FGD. Mitra program juga berpartisipasi dengan
menyediakan tempat untuk melaksanakan program kemitraan termasuk perijinan kepada
pihak yang berwenang. Selain itu, mitra kegiatan turut serta dalam mempublikasikan
program di kalangan masyarakat desa di wilayah pedesaan yang direncanakan.
Langkah ketiga, Tim melakukan evaluasi dalam tiga tahap yaitu evaluasi jangka pendek,
jangka menengah, dan evaluasi akhir. Evaluasi jangka pendek dilakukan pada setiap
selesainya kegiatan yang dilakukan dengan mitra terkait pelaksanaannya untuk
dikoordinasikan bersama dalam rangka mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi.
Evaluasi jangka menengah dilakukan oleh tim sejak awal kegiatan hingga empat bulan
berjalannya program. Tim akan melakukan perbaikan dan perubahan metode jika
evaluasi menilai kegiatan jauh dari tujuan yang direncanakan. Evaluasi akhir dilakukan
oleh tim ketika program kemitraan masyarakat selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan. Kendala dan manfaat kegiatan yang diperoleh akan dilaporkan
dalam laporan akhir untuk kesempurnaan pada kegiatan pengabdian selanjutnya. Untuk
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keberlanjutan program, tim berkomitmen untuk melakukan pendampingan melalui
penelitian bersama dengan UUM untuk uji coba konsep di masa yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada
tanggal 22 Juni 2023 bertempat di Kampung Mukim Singkir Distrik Yan Kedah Malaysia.
Kegiatan dimulai dengan ceremony speech dari pihak Universitas Utara Malaysia,
Universitas Islam Riau dan Perwakilan Masyarakat Kampung Mukim Singkir Distrik Yan
Kedah Malaysia.

Kegiatan dilanjutkan dengan proses penyampaian materi dan juga identifikasi
terkait dengan permasalahan dari para siswa yang mengikuti kegiatan ini. Dalam materi
ini dijelaskan mengenai Pendekatan yang digunakan dalam upaya pengembangan
kapasitas pemerintah dalam kebijakan pendidikan dapat dilakukan melalui konsepsi tata
kelola kolaboratif. Tata kelola pemerintahan yang mendukung TIK, serta konsepsi
partisipasi dan keterlibatan. Konsepsi-konsepsi ini dapat dikombinasikan dengan
kebijakan pendidikan yang dijelaskan dalam Rencana Pengembangan Pendidikan
Malaysia.

Pemerintah di seluruh dunia menghadapi masalah yang kompleks, dan untuk
menyelesaikannya diperlukan kerja sama antara lembaga pemerintah dan organisasi
swasta untuk bekerja sama (Pardo, 2010). Kolaborasi dapat didefinisikan sebagai "suatu
proses atau serangkaian kegiatan di mana dua atau lebih bekerja sama untuk mencapai
tujuan bersama" (Chun, 2012). Dalam konteks pemerintahan, Harrison et al (2012)
mendefinisikan kolaborasi sebagai pembagian tanggung jawab dan wewenang untuk
operasi pemerintah, kebijakan, atau keputusan tindakan kepada lebih dari satu kelompok
pemangku kepentingan. Kolaborasi dapat terjadi di berbagai tingkatan dan dapat
bersifat antar organisasi, lintas sektoral, atau melalui hubungan pemerintah-warga
negara (Nam T, 2014)
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Kolaborasi internal, yang dapat dicirikan sebagai kolaborasi antar departemen
atau antar lembaga (antar organisasi publik), dapat didefinisikan sebagai tata kelola
kolaboratif. Dengan demikian, dapat dengan mudah ditegaskan bahwa TIK memainkan
peran penting dalam memfasilitasi kolaborasi antar organisasi (Chun, 2012) dan
pemerintah di seluruh dunia telah memprioritaskan peningkatan kolaborasi dan integrasi
antar departemen pemerintah (Alhusban M, 2015).

Dalam kegiatan ini dijelaskan juga terkait dengan pada peningkatan kualitas dan
efektivitas kebijakan dan model tata kelola, Charalabidis dkk (201 2). Konteksnya adalah
kombinasi penggunaan teknologi yang secara tradisional digunakan oleh pemerintah dan
teknologi baru - media sosial, internet, data terbuka, alat analisis data besar, sensor
warga negara, loT, dan permainan. Interoperabilitas mendefinisikan kondisi yang
diperlukan untuk kerja sama dengan bertukar informasi dan komunikasi antar organisasi.
Selain itu, proses pengukuran, evaluasi kinerja, dan peningkatan juga diharapkan dapat
dilakukan (Maheshwari, D, 2014).

Teknologi dapat menjadi komponen inti dari perubahan dan inovasi dalam tata
kelola pemerintahan, namun dalam kasus lain, teknologi hanya merupakan aspek kecil.
Elemen lain dari tata kelola pemerintahan yang cerdas mencakup koordinasi antara
kebijakan ekonomi dan sosial, peningkatan koordinasi intra-pemerintah, desentralisasi,
peningkatan partisipasi, dan reformasi struktur organisasi.

Tidak lupa, dijelaskan pula mengenai komitmen Kementerian Pendidikan Malaysia
sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem
pendidikan nasional selalu memberikan pendidikan terbaik untuk memastikan
keberhasilan sumber daya manusia yang berkualitas (Ministry of Education Malaysia,
201 3). Pendidikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, memberikan
ruang untuk inovasi, memperkuat institusi, sekaligus menumbuhkan kohesi sosial (World
Bank Report, 2020). Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, Rencana
Pengembangan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 telah menggariskan cita-cita
yang ingin dicapai untuk mempertahankan kemajuan pendidikan dan menjadikan
Malaysia sebagai negara berkembang (Ministry of Education Malaysia, 201 3).

Melalui implementasi inisiatif di bawah Rencana Pengembangan Pendidikan
Malaysia 2013-2025, Kementerian berharap untuk mencapai semua aspirasi yang
direncanakan melalui lima aspirasi sistem, yaitu Akses, Kualitas, Ekuiti, Kesetaraan,
Perpaduan, dan Kecekapan (Ministry of Education Malaysia, 2013) .
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Dalam kegiatan ini dijelaskan bahwa keterlibatan masyarakat ini akan mencoba
membantu menjelaskan bagaimana Kolaborasi Tata Kelola dengan TIK dapat
dimaksimalkan untuk mendorong penguatan kebijakan Perencanaan Pembangunan
Pendidikan di Kedah Malaysia. Hal ini diharapkan dapat memberikan berbagi
pengetahuan kepada pemerintah daerah untuk pengembangan kapasitas mereka.

Pusat Agihan Makanan ##¥
Fakir & Miskin

SIMPULAN

Peningkatan kapasitas pemerintah dalam kebijakan pendidikan yang kolaboratif
dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dapat memberikan
manfaat dalam beberapa hal. Pertama, Pemanfaatan ICT dapat meningkatkan efisiensi
administratif pemerintah dalam mengelola kebijokan pendidikan. Sistem informasi
terintegrasi dapat membantu dalam pengumpulan, analisis, dan pelaporan data secara
lebih cepat dan akurat. Kedua, Kebijakan pendidikan yang kolaboratif dengan dukungan
ICT dapat membantu meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Platform
pembelajaran online dan sumber daya digital dapat merentangkan jangkauan
pendidikan ke wilayah yang sulit diakses atau terpencil.

Ketiga, ICT memungkinkan pengembangan konten pembelajaran yang interaktif
dan relevan. Pendidik dapat mengakses sumber daya pendidikan yang lebih bervariasi
dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa, meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan
manffat keempat adalah Kebijakan pendidikan yang mengintegrasikan ICT memfasilitasi
kolaborasi antara pemerintah, sekolah, industri, dan masyarakat. Ini dapat memperkuat
kemitraan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan dan penyelarasan antara
kurikulum sekolah dengan kebutuhan industri.
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